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 PUTUSAN

Nomor  248/Pdt.G/2024/MS-Lsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

FADHILLAH UMAYA BINTI  RIDWAN,  NIK  1173015911910002,  tempat  dan

tanggal lahir, Lhokseumawe, 19 November 1991, umur 32

tahun,  jenis  kelamin  Perempuan,  Agama  Islam,

pendidikan SMA,  pekerjaan Mengurus  Rumah Tangga,

tempat  tinggal  di  Jl.  Darussalam Gg.  Lurah Gampong

Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Provinsi  Aceh.  Dengan  domisili  elektronik  pada  alamat

email  /  layanan  pesan:  fadilaumaya9@gmail.com,

Penggugat.

Melawan

ZULFIKAR BIN M.YUNUS,  NIK 1173023112850035, tempat dan tanggal lahir,

Lhokseumawe, 31 Desember 1985, umur 38 tahun, jenis

kelamin  laki-laki,  Agama  Islam,  pendidikan  SMA,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Darussalam Gg.

Lurah Gampong  Jawa  Baroe, Kecamatan  Banda  Sakti

Kota  Lhokseumawe Provinsi  Aceh.  Sekarang  sedang

menjalani  hukuman  penjara  di  Jl.  Lembaga

Pemasyarakatan No.  27 Tanjung  Gusta Kecamatan

Medan Helvetia Kota Medan. Tergugat.

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2024

yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor

248/Pdt.G/2024/MS-Lsm.  tanggal  11  Oktober  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan penikahan secara

sah pada hari  Jumat tanggal 05 April 2013, sesuai  dengan  Kutipan Akta

Nikah Nomor: 52/02/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

Orangtua Penggugat di Gampong Kandang Glee Bruek, Kecamatan Muara

Dua Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian

pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama, selama kurang lebih 5

(lima) tahun, Kemudian pindah ke rumah bersama di Gampong Alue Awe

Kecamatan  Muara  Dua Kota  Lhokseumawe,  sampai  dengan  sekarang.

Pada bulan Maret  tahun 2022 Tergugat  keluar  dari  rumah bersama dan

sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  bergaul

layaknya suami istri;

4. Bahwa  selama dalam perkawinan antara  Penggugat dengan  Tergugat

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 

4.1 Altaf  Alfarishi,  jenis  kelamin  laki-laki,  tempat  tanggal  lahir

Lhokseumawe, 27 Desember 2013, umur 10 tahun;

4.2 Muhammad Rizki,  jenis  kelamin  laki-laki,  tempat  tanggal  lahir

Lhokseumawe, 09 Agustus 2016, umur 8 tahun;

4.3 Almeera Nazla Mecca, jenis kelamin perempuan,  tempat tanggal

lahir Lhokseumawe, 22 Juni 2019, umur 5 tahun;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara  Penggugat dengan  Tergugat

dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang hanya selama

kurang  lebih  9 (sembilan)  tahun,  karena  sejak bulan  Maret tahun 2022

kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah

dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
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ada  lagi  kecocokan,  sehingga  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  atau

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya rumah tangga goyah dan tidak harmonis lagi

antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

6.1 Tergugat mengedar Narkotika jenis Sabu;

6.2 Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara;

6.3 Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

6.4 Sejak  bulan  Maret  tahun  2022 Tergugat  tidak  lagi  memberikan

nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari  rumah tangga yang telah goyah dan tidak harmonis

lagi antara  Penggugat  dengan Tergugat,  maka sejak  bulan Maret  tahun

2022 Penggugat dengan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal karena

Tergugat  sedang  menjalani  hukuman  penjara,  sekarang  sudah  berjalan

kurang lebih selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan sejak saat itu antara

Penggugat dan  Tergugat  sudah  tidak  lagi  berhubungan  suami  isteri,

sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam

rumah tangga;

8. Bahwa  atas  permasalahan  rumah  tangga  yang  dihadapi,  Penggugat

telah mencoba memusyawarahkan dengan kedua belah pihak keluarga dan

juga  aparatur untuk  mencari  penyelesaian  demi  menyelamatkan

pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini

Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;

10. Bahwa  ikatan  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit  dibina untuk membentuk suatu

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud

dan  tujuan  dari  suatu  pernikahan,  sehingga  yang  terbaik  putus  karena

perceraian;

11. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan

bersama maka Penggugat  memutuskan untuk  berpisah secara  sah  dari

Tergugat;
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12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon

kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan

untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai

berikut : 

P  rimair  :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Shugra Tergugat (Zulfikar bin M. Yunus)

kepada Penggugat (Fadhilla Umaya binti Ridwan);

3. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar   biaya  perkara  sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo

et buno)

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditentukan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat panggilan

(relass) Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 16 Oktober 2024 dan Nomor

248/Pdt.G/2024/MS.Lsm,  tanggal  07  November  2024  Yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat  tetapi  penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A.   Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173015911910002 yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Lhokseumawe  tanggal  27-06-2020  bermeterai  cukup  dan  sudah

dicocokan  dengan  aslinya  ternyata  cocok  dengan  aslinya  dan  oleh

Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 52/02/IV/2013 tanggal

05 April 2013,  yang dikeluarkan oleh Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor

Urusan  Agama Kecamatan  Muara  Dua,  Kota  Lhokseumawe,  Provinsi

Aceh,  tanggal  05 April  2013 bermeterai  cukup  dan  sudah  dicocokan

dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim

diberi tanda bukti P.2;

- Fotokopi  Surat  Keterangan  Pernah  Di  Damaikan  Nomor

42/X/2024, tanggal  08 Oktober  2024,   yang dikeluarkan oleh Keuchik

Gampong  Jawa  Baroe Kecamatan  Banda  Sakti,  Kota  Lhokseumawe,

Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan sudah dicocokan dengan aslinya

ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti

P.3;

- Fotokopi  Petikan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor

1151/Pid-Sus/2022/PN-Mdn, tanggal 16 Agustus 2022,  yang dikeluarkan

oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan, bermeterai cukup dan tidak

dapat  dicocokan dengan aslinya  dan oleh Majelis  Hakim diberi  tanda

bukti P.4;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat

telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:
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B.   Saksi:

1. Sapura  Hasan binti  Hasan,  tempat  tanggal  lahir  Lhokseumawe

31-12-1961,  umur  62  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  Gampong  Blang  Crum,

Kecamatan  Muara  Dua Kota  Lhokseumawe,  Provinsi  Aceh, dibawah

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Anak Kandung  saksi.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Zulfikar bin

M. Yunus, sebagai suami Penggugat.

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  tahun  2013  atau  11

tahun yang lalu.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di  rumah  orangtua  Penggugat  Gampong Kandang  Glee  Bruek,

Kecamatan Muara  Dua Kota  Lhokseumawe, selama  kurang  lebih 1

(satu)  tahun.  Kemudian  pindah ke  rumah kontrakan  di  alamat  yang

sama, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Kemudian pindah ke rumah

bersama  di  Gampong  Alue  Awe Kecamatan  Muara  Dua Kota

Lhokseumawe, sampai dengan sekarang. Pada bulan Maret tahun 2022

Tergugat keluar dari  rumah bersama dan sudah berjalan kurang lebih 2

(dua) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak

yang  bernama  Altaf  AlFarishi,  Muhammad  Rizki dan  Almeera  Nazla

Mecca sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.

- Bahwa  pada  awalnya,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun dan harmonis selama 9 tahun, atau sejak bulan Maret tahun 2022

setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena

antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  disebabkan  Tergugat  mengedar  Narkotika  jenis  sabu,
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Tergugat  saat  ini  sedang  menjalani  hukuman  penjara,  Tergugat  telah

menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sejak bulan Maret tahun 2022

Tergugat  tidak  lagi  memberikan  nafkah  lahir  dan  batin  kepada

Penggugat.

- Bahwa  Tergugat  pernah  memulangkan  Penggugat  secara

langsung kepada Saksi  karena sudah tidak sanggup lagi  memberikan

nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah di penjara;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  dan  Penggugat  juga

sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sejak  Maret  tahun  2022  yang  lalu,  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat  dan  sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak pernah bersatu lagi.

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada datang lagi;

- Bahwa  selama  pisah  rumah  Tergugat  tidak  ada  memberikan

nafkah kepada Penggugat,.

- Bahwa  pihak  keluarga  dan  aparat  gampong  sudah  pernah

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi

sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa  Tergugat  sekarang  sedang  menjalani  hukuman  penjara

karena kasus Narkotika dengan hukuman seumur hidup;

Atas  keterangan  saksi  tersebut,  Penggugat  menerimanya  dan  tidak

mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Safrina binti  Ridwan, tempat dan tanggal lahir  Lhokseumawe 05

Oktober 1977,  umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  Gampong Blang  Crum,

Kecamatan  Muara  Dua,  Kota  Lhokseumawe,  Provinsi  Aceh, dibawah

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa Penggugat adalah Kakak Kandung  saksi.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Zulfikar bin

M. Yunus, sebagai suami Penggugat.

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  tahun  2013  atau  11

tahun yang lalu.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di  rumah  orangtua  Penggugat  Gampong Kandang  Glee  Bruek,

Kecamatan Muara  Dua Kota  Lhokseumawe, selama  kurang  lebih 1

(satu)  tahun.  Kemudian  pindah ke  rumah kontrakan  di  alamat  yang

sama, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Kemudian pindah ke rumah

bersama  di  Gampong  Alue  Awe Kecamatan  Muara  Dua Kota

Lhokseumawe, sampai dengan sekarang. Pada bulan Maret tahun 2022

Tergugat keluar dari  rumah bersama dan sudah berjalan kurang lebih 2

(dua) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak

yang  bernama  Altaf  AlFarishi,  Muhammad  Rizki dan  Almeera  Nazla

Mecca sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.

- Bahwa  pada  awalnya,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun dan harmonis selama 9 tahun, atau sejak bulan Maret tahun 2022

setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena

antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  disebabkan  Tergugat  mengedar  Narkotika  jenis  sabu,

Tergugat  saat  ini  sedang  menjalani  hukuman  penjara,  Tergugat  telah

menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sejak bulan Maret tahun 2022

Tergugat  tidak  lagi  memberiukan  nafkah  lahir  dan  batin  kepada

Penggugat.
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- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  dan  Penggugat  juga

sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sejak  Maret  tahun  2022  yang  lalu,  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat  dan  sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak pernah bersatu lagi.

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada datang lagi;

- Bahwa  selama  pisah  rumah  Tergugat  tidak  ada  memberikan

nafkah kepada Penggugat,.

- Bahwa  pihak  keluarga  dan  aparat  gampong  sudah  pernah

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi

sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa  Tergugat  sekarang  sedang  menjalani  hukuman  penjara

karena kasus Narkotikadengan hukuman seumur hidup;

  Atas  keterangan saksi  tersebut,  Penggugat  menerimanya dan tidak

mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan

dan  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  bahwa  Penggugat  tetap  pada

gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  guna  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  hal-hal  yang

termuat  dalam  Berita  Acara  Sidang  dipandang  sebagai  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang

Perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  49 ayat  (1)  huruf  a   Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan  kedua dengan
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Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama  berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu

berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai

legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbag,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  248/Pdt.G/2024/MS.Lsm  tanggal  16  Oktober  2024  Dan  Nomor

248/Pdt.G/2024/MS.Lsm  tanggal  07  November  2024  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat  tersebut harus diperiksa secara verstek,  vide Pasal

149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati

Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali  dalam rumah tangganya

dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  gugatan  Penggugat  adalah

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran

sejak  9  tahun  setelah  menikah disebabkan antara  Penggugat  dan Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  karena  Tergugat  mengedar

Narkotika  jenis  sabu,  Tergugat  saat  ini  sedang menjalani  hukuman penjara,

Tergugat  telah menjatuhkan talak kepada Penggugat  dan sejak bulan Maret
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tahun 2022 Tergugat  tidak lagi  memberiukan nafkah lahir  dan batin  kepada

Penggugat;

Menimbang,  bahwa Tergugat  tidak  memberikan  jawaban karena tidak

hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk

hadir,  sehingga dengan ketidakhadiran  Tergugat  untuk  memberikan jawaban

atas  gugatan  Penggugat  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  Tergugat  tidak

membantah alasan-alasan gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan

gugatan  Penggugat,  karena  perkara  ini  tetang  perceraian  yang  didasarkan

ketentuan pasal 19 huruf  f  Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan

Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim

akan  kebenaran  gugatan  Penggugat  maka  Majelis  Hakim tetap  membebani

wajib  bukti  kepada   Penggugat  sebagaimana  ketentuan  Pasal  283  Rbg  jo.

Pasal  22 ayat  2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo  Pasal  1685

KUHPerdata;

  Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk

yang  telah  bermeterai  cukup,  di-nazegelen, dan  cocok  dengan  aslinya,

merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  identitas

Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg  jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

telah bermeterai cukup,  di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat

telah melangsungkan perkawinan pada tanggal  05 April  2013  tercatat pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan  Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi

Aceh. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;
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Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi  Surat Keterangan pernah

didamaikan oleh aparat Gampong yang telah bermeterai cukup,  di-nazegelen,

dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  mengenai  Penggugat  dan  Tergugat  pernah  didamaikan  oleh

aparat gampong pada tanggal 08 Oktober 2024. Sehingga bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo.

Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.4 berupa  fotokopi  Petikan  Putusan

Pengadilan Negeri Medan yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan tidak

dapat  dicocokkan dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai

Tergugat  dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sehingga bukti tersebut

tidak  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  oleh  karena  itu  bukti  tersebut

dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa  saksi 1  dan  2  yang  diajukan  oleh  Penggugat

memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo.

Pasal  134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat

dengan kedua belah pihak, di samping itu  telah memenuhi syarat formil alat

bukti saksi yaitu  menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk

menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat

sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah

memenuhi  syarat  materiil  alat  bukti  saksi  yaitu:  keterangan  yang  diberikan

berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308

ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana

maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Menimbang,  bahwa  Saksi  Pertama  Penggugat  (Sapura  Hasan binti

Hasan)  dan  Saksi  Kedua  (Safrina binti  Ridwan),  saksi  pertama  adalah  Ibu

Kandung Penggugat dan saksi kedua adalah Adik Kandung Penggugat. Kedua

Saksi tersebut menguatkan dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa rumah

tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 9 tahun

setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak tahun

2022 yang  lalu  pisah  rumah  yang  disebabkan  oleh  perselisihan  dan
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pertengkaran antara Penggugat sejak Tergugat mengedar Narkotika jenis sabu,

Tergugat  saat  ini  sedang  menjalani  hukuman  penjara,  Tergugat  telah

menjatuhkan  talak  kepada  Penggugat  dan  sejak  bulan  Maret  tahun  2022

Tergugat  tidak  lagi  memberiukan nafkah lahir  dan  batin  kepada Penggugat.

Para Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian perkara tersebut, audit

dari  bukti-bukti  Penggugat  maka  Majelis  Hakim  menyimpulkan  fakta  hukum

dalam perkara ini adalah sebagai berikut : 

1.-----------------------------------------------------------------------------------------------B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada

tanggal 05 April 2013 di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Kecamatan

Muara  Dua,  Kota  Lhokseumawe,  Provinsi  Aceh dan  belum  pernah

bercerai ;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak harmonis yang

disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat  sering bertengkar  sejak 9

tahun setelah menikah, Tergugat mengedar Narkotika jenis sabu, Tergugat

saat ini  sedang menjalani hukuman penjara, Tergugat telah menjatuhkan

talak kepada Penggugat dan sejak bulan Maret tahun 2022 Tergugat tidak

lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Para Saksi tidak

sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun yang

lalu;

4. Bahwa  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Lhokseumawe sudah

berusaha mensehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta  hukum  tersebut,  Majelis  Hakim

mempertimbangkan  penerapan  hukumnya  (mengkonstituir)  sesuai  alasan

gugatan Penggugat  yaitu  Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975   jo. Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  unsur-

unsurnya yaitu :

1. “Antara  suami  dan  isteri“ :  fakta  hukum pada  angka  1  menunjukkan

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah   dan  belum  pernah

bercerai ;
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2.  “Terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran” :  fakta hukum

pada angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan

Tergugat  Terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dengan

sebab-sebab  dan  akar  permasalahannya,  sehingga  Penggugat  dan

Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;

3. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.  Unsur

ini telah terpenuhi oleh  fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha

perdamaian  telah  dilakukan  tetapi  akhirnya  tidak  berhasil  merukunkan

Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang,  bahwa di  samping itu ternyata dari  fakta hukum di  atas

telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975   jo. Pasal   134  Kompilasi  Hukum Islam yaitu  telah  jelas  sebab  akar

permasalahan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dari  saksi-

saksi  keluarga/orang  dekat  dan  mereka  menyatakan  sudah  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan  tetapi tidak berhasil ; 

Menimbang,   bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami  istri  telah

terjadi perselisihan tajam dan sedemikian lama, mereka  bertengkar kemudian

sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan

isteri, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah

tangga yang telah pecah atau  breakdown marriage dan tidak mungkin dapat

dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai  tujuan  perkawinan

sebagaimana  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang

Perkawinan dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat  21, yaitu terbentuknya keluarga

sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab

terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim

perlu mengemukakan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal

terjadinya percekcokan (suami dan istri), tidak perlu dilihat dari siapa penyebab

percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang

perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat

dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu
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pihak  sudah  pecah,  maka  perkawinan  itu  sudah  tidak  mungkin  dapat

dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap

utuh.  Apabila  perkawinan  itu  tetap  dipertahankan  maka  pihak  yang

menginginkan  perkawinan  pecah  tetap  akan  berbuat  yang  tidak  baik  agar

perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan  sebagaimana fakta angka 2

tersebut diatas  bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan

pelanggaran  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004

Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat

(1) yaitu :

Pasal 5 :  “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga

terhadap orang dalam Iingkup rumah tangganya,  dengan cara: 1.kekerasan

fisik;  2.kekerasan psikis;  3.  kekerasan seksual;  atau  4. penelantaran rumah

tangga”.

Pasal 9 : (1). “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam Iingkup

rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau

pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang, bahwa  fakta hukum tersebut  juga telah memenuhi  norma

hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

مما             اليذاء وكان الزوج اعتراف أو الزوجة ببينة القاضي لدى دعوها ثبت فإذا

بينهما            الصلح عن القاضي وعجز أمثالهما بين العشرة دوام معه يطاق

. بائنة   طلقة طلقها

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri  telah terbukti  di  hadapan hakim (  tentang

kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri

atau  pengakuan  suami,  dan  dakwaan  isteri  menunjukkan

ketidakmampuan  kedua  belah  pihak  untuk melanjutkan hidup

bersama  sebagai  suami  istri  sedang hakim  tidak  berhasil

mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan

Penggugat  dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal  19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 116 huruf (f)
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Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  oleh karena itu  gugatan

Penggugat  dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat

kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas,  maka  gugatan

Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang,   bahwa    oleh  karena   perkara  a  quo termasuk  dalam

bidang  perkawinan, berdasarkan pasal  89 ayat ( 1 )  Undang - Undang  Nomor

7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor  50 Tahun 2009,  maka  biaya  perkara ini dibebankan  kepada

Penggugat ;

Mengingat,  peraturan   perundang  -  undangan   yang   berlaku   dan

Hukum  Syar’i  yang  berkaitan  dengan  perkara  ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Zulfikar bin  M. Yunus)

terhadap Penggugat (Fadhilla Umaya binti Ridwan);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Selasa tanggal 19 November 2024 bertepatan dengan tanggal  17 Jumadil Awal

1446 Hijriyah oleh  kami  Ervy  Sukmarwati,  SH.I.,MH.  sebagai  Ketua Majelis,

Drs.Ramli, M.H dan Drs.Zulfar sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Hamdani sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

                                Ketua Majelis
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                                     Ervy Sukmarwati, SH.I.,M.H

        Hakim Anggota                                               Hakim Anggota

        Drs.Ramli,M.H                                                      Drs.Zulfar 

                                           Panitera Pengganti

                                              Drs.Hamdani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP               : Rp. 60.000,00

2. Biaya Proses              : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan         : Rp. 78.000,00

4. Biaya Materai                 :                Rp.               10.000,00  

   Jumlah                        : Rp. 223.000,00 

(Dua ratus dua puluh tiga bribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/MS-Lsm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17


